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QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

: .1 : BUPATIACEH UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Aceh Utara telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang APBK Aceh

Utara Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh

Nomor 903-02 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Hasil Evaluasi

Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan

Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar

Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara

Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2013;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun '1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun '1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4400);

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesla Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor'126, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4633);

12, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor '130,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tentang kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah ......,.
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4'138);

16. Peraturan Pemerinlah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokeler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5340;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1'10, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5155);

2'1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

22. Peraluran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah....,
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24. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan lnformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2010 Nomor 22, I ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5104);

27. Peraluran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20'11 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5219);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 T ahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

30. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 70 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31. Peraturan ltlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

32. Peraturan l\ilenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanla Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan l\ilenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 20'12 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2012 Nomor 540);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 20'11 Nomor 253);

34. Peraturan Menteri
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34. Peraturan l enteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2013, (Berita Negara Republik lndonesia Tahun2012 Nomor 508);

35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2006 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2008 Nomor 253);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20'13 sebagai

berikut :

1. Pendapatan Daerah

2. Belanla Daerah

3, Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 1.362.237,91 9.749,00

Rp. 1,358,036.91 9.749,00

Surplus / (Defisit) Rp. 4.201.000 000,00

Rp. 17.799.000.000,00

Rp. 22,000,000,000,00

Pembiayaan Netto Rp (4 201,000,000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah selumlah Rp. 113.747.660,400,00

b. Dana perimbangan sejumlah Rp, '1.152.024.014,349,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.96.466.245.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 15.866.348.000,00

b. RetribusiDaerahsejumlahRp.53.958.873.727,00
c. Hasil Pengelolaan .....
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c, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selumlah

Rp 11870,000.000,00

d. ZakatRp. 7.000.000.000,00

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.25.052.438.673,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a, Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp,405.381.286,349,00

b, Dana alokasi umum sejumlah Rp,690.327.098.000,00

c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp, 56.315.630.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 16.037.551 ,000,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp,80.428.694.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 799.465.830,662,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 558.571,089.087,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 704.130.728.612,00

b. Belanja Bunga Rp, 1.600.000.000,00

c, Belanja Hibah sejumlah Rp. 26.610.630.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 11.082.224,000,00

e, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

dan Partai Politik sejumlah Rp. 54.042.248.050,00

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000,000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 84.325.946,200,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp, 214.542.832.482,00

c. Belanja lvlodal sejumlah Rp. 259.702.310.405,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp, 17.799.000.000,00

b, PengeluaransejumlahRp. 22.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

sejumlah Rp. 17,799.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah Rp.2.000,000.000,00

b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 20.000.000,000,00

Pasal 5......
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dart:

1. Lampiran I

2. Lampiran ll

3. Lampiran lll

4. Lampiran lV

5, Lampiran V

6. Lampiran Vl

7. Lampiran Vll
B. Lampiran Vlll
9. Lampiran lX

l0.Lampiran X

l l .Lamprran Xl

l2.Lampiran Xll
l3.Lampiran Xlll

Ringkasan APBK;
Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah,

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lain-lain;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dalam melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan

perubahan APBK, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b, Tidak diharapkan terladi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. [/emiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1)

termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :

a, Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam anggaran tahun berlalan, dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(3) Pendanaan dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat

menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak

mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. Menggunakan
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a. lt/enggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerla

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. lVemanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku surut

terhitung tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe.

pada tanggal 7 Januari 2013|V

24 Shafar 1434H

qL.BUP ACEH UT

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 7 Januari 2013 tVl

24 Shafar 1434H
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